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A.llffD I IFlU>A 
HUMOILU DA&UII ILUlO 

2. Undang-Undang ..... 

b. bahwa Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat 
Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubemur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubemur Nomor 
42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian ljin Belajar 
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi 
perkembangan, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi 
Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

I A'lUl{AN UU • lmUI{ KALlMAN'rAN JJAIV\'r 
N M I{ ·;\ TAI IUN 2022 

TENTANO 

PEDOMAN PENOEMIJANOAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI 
P MBERIAN TUOAS BELAJAR BAGI PEOAWAI NEOERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAI I PROVINSI KALIMANTAN BJ\RAT 

DENOAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri 
Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan mengoptimalkan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan 
Pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan 
Barat berbasis kompetensi, perlu diatur mekanisme dalam 
pemberian tugas belajar yang dilakukan secara lebih selektif 
sesuai dengan kebutuhan organisasi; 

Menimbang 

UBERNU KALIMANTAN BARAT 

.. ~ ···•· 
I 
I 
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8. Peraturan ..... 

2. Undan -Undong Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
I imb rn uknn I rnturnn P rundang Undangan (Lembaran 
N nm Republlk In don •sfll Tahun 20 J 1 Nomor 82, 
Tnm r ht 11 mbarun N gor J{ publlk Indonesia Nomor 

ehnl lnu t11 t lnh diubah b b rapa kali, terakhir 
ti ·t1pnt1 1ulunn·Uttd,rn11, Nornor I 3 Tuhun 2022 tentang 
P I ul, h 11 I dur Alu Und ng-Und ng Nomor 12 
1I nhuu 2011 t I tung I ·tnh ntuknn P raturan Perundang- 

tulnnp, n (I mbnrnn N uru I publik Indonesia 
'I uhun 2022 Numor 143, Tumbaht n Lernbs ran Negara 
I 1 ubllk Ind n In Norn r 680 J ); 

Und 11 -Undnng Nomor 5 Tuhun 2014 t nts ng Aparatur Sipil 
N urn (Lc111lmro11 N arn I~ publik lndone i Tahun 2014 
Nomor 6, Tnmbnhan Lembaran N gara Republik Jndone ia 
Nomor 5194); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
P merintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
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PERATURAN GUSERNUR TENTANG PEDOMAN PENGEMSANGAN 
KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS 
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalarn penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah Gubemur. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

:\ "TM IVIT'I TI 7,Kepaffl ..... 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
P mbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 
Negeri Sipil (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1127); 

11. Peraturan Gubemur Nomor 128 Tahun 2019 tentang 
Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi 
Kalimantan Barat (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2019 Nomor 129); 
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20.Pendidikan ..... 

7 · K pnl run kn Da rah yang e1anjutnya disingkat 
K pnln PD ndnlah I{ pala Perangkat Daerah di lingkungan 
P m rintnh Provit si Kalimantan arat, 

8. d n J{ p uwalnn Do rah ynng selanjutnya disingkat BKD 
adnlnh P rnngkat Do roh ynn mcnyclcnggarakan urusan 
P m rlntuh di Btdung I< •p rawalnn Da rah. 

. I pnla Budun Kcp iwalan Daer h yang s Janjutnya disebut 
I ipuln I l<D adnlah Kcpala Badan Kcpegawaian Daerah 
J rovin i Kallmantan arat. 

10. P awai N geri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat, 

12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang 
dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara 
profesional, efektif dan efisien. 

13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK 
kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri 
maupun luar negeri. 

14. Kebutuhan Tugas Belajar adalah rancangan kebutuhan 
pendidikan yang disusun oleh PD dan BKD Provinsi 
Kalimantan Barat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

15. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat yang menjalani pendidikan 
lebih dari 6 (enam) bulan. 

16. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan 
kepada pegawai tugas belajar sesuai dengan keputusan 
yang ditetapkan oleh PPK. 

17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 
tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang 
dikembangkan. 

18. ljazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan 
seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan 
Formal. 

19. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan 
terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan 
pengembangannya. 
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(2) Pembentukan . 

24. lkatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat yang telah berakhir masa tugas 
belajamya. 

25. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah 
pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan 
beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak 
mengikat/ memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

27. Cost sharing adalah pembebanan biaya tugas belajar yang 
bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

28. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya tugas belajar yang 
bersumber dari Pegawai Tugas Belajar. 

29. Sistem Informasi Tugas Belajar merupakan sarana untuk 
merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyajikan, mendokumentasikan data tugas belajar dan 
bahan evaluasi tugas belajar. 

Pasal 2 

( 1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai 
pedoman pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui 
pemberian tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang 
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan 
dengan keahlian tertentu. 

21. Pendidikan Profe i dalah pendidikan tinggi setelah program 
arjana yon m mp r I pkan peserta didik untuk memiliki 

p k rjaan dengnn persyar tan keahlian khusus yang 
dibuktikan dengan ljazah. 

22. P rjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara 
p gawai tugas belajar dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban Pegawai 
Tugas Belajar. 

23. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang berwenang memberikan 
pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, 
pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi 
PNS. 
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b.jenis . 

BABU 
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR 

Pasal 4 

( 1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 
mengikuti pengembangan kompetensi jalur pendidikan 
melalui pemberian tugas belajar. 

(2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada a at ( 1) 
berdasarkan perencanaan tugas belajar. 

(3) Perencanaan tugas belajar disusun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) oleh PD setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana 
kebutuhan di tahun berikutnya. 

Pasal 5 

(1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) disusun menggunakan format isian 
sesuai dengan Lampiran I peraturan ini, yang memuat 
informasi mengenai: 

a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas 
belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah 
ditetapkan; 

P 13 

Runn Jin Imp n aturan dal m P r u n Ou mur ini m lipu · : 

n. p r n an n tu a b lajar, 

b. J ni , j njan , program dan jangka waktu; 
c. p rsyaratan; 
d. prosedur dan tata cara; 

e. kev enangan; 

f. hak dan kewajiban; 

g. pembatalan, pemberhentian dan pengakhiran; 

h. sanksi; 

i. monitoring dan evaluasi; 

j. sistem informasi tugas belajar; 

k. ketentuan peralihan; dan 

I. ketentuan penutup. 

dan n i j nd r km 

p undnn -und n an; 
b. rn rn nuh k butuh n 

p n mban n k i r. 

(2) P ml n ukan P r uran Ou mur ini bertujuan untu , : 

huan dan keahli P S m alui 
Ur. i d n an peraturan 
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(2) Togas ..... KARO SEKDA 

Pasal 6 

( 1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf c, merupakan perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan program studi dalam jenis pendidikan 
akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi 
yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan 
program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendidikan. 

(2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki 
akreditasi paling kurang : 

a. "B" atau "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT); atau 

b. "C" atau "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT) bagi Program Studi perguruan tinggi 
dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau 
"Baik Sekali" atas persetujuan Menteri. 

Pasal 7 

(1) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan 
sabtu-minggu sepanjang lembaga pendidikan telah memiliki 
izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang 
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan i bidan endidikan · 

b. j ni. k l rarnpllan, k marnpu n dan kualifikasi 
p ndklikan yang dlbutuhkan; 

. 1 m A'" p ndkllkun yon dlr n n k n; 

<1. JHo mm J> nulkllknu ynng dfr ·n anukan: 
. funnlu wnktu p ndldlkan; 

f. kunllflkn: f nJ011 p gowol tug b J J r; cJ, n 

. umb r p rnblaynnn. 

(2) l D m nyu un k butuhan tugas l lajar daerah 
m n tgunukan formut f fun suai dengan Lampiran II 
p raturan lni, d n an rnemperhatikan : 

n. rencana kebutuhan tug s bcJajar tiap PD; 

b. anggaran yang tersedia dalarn Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) tahun berjalan; 

c. status lembaga pendidikan dan program studi; dan 

d. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak 
ketiga kepada PNS. 

(3) Penetapan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 
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Pasal 10 

( 1) Tugas belajar diberikan kepada PNS baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri sesuai dengan jenjang pendidikan 
tinggi. 

(2) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk program dengan 
jangka waktu paling lama sebagai berikut: 

a. Program Pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester; 

b. Program Pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester; 

c. Program Pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester; 

a:,.~::ogr.axn.J:~41'~~~~1Rfi~~~lapan) semester; 
e.Program ..... 

(2) Tugas b lajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 
di luar neg ri dap t dibcrikan persetujuan sepanjang Jembaga 
P ndidikan dan pro ram studi tersebut diakui oleh negara 
ynng b r engkutan <Jan k men erlan yang menyelenggarakan 
uru 11 p m rlntuhun cH bidang pcndidikan. 

A llI 
JENI , JENJANO, PROGRAM DAN JANOKA WAKTU 

Pasa18 

Tugas b lajar diberikan melalui 4 (empat) jenis pcndanaan, yaitu : 

a. tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga; 

b. tugas belajar pendanaan penuh APBD; 

c. tugas belajar pendanaan cost sharing; dan 

d. tugas belajar pendanaan mandiri. 

Pasal 9 

( 1) PNS yang menjalani tu gas belajar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan 
diberhentikan dari jabatan. 

(2) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan status menjadi Pegawai Tugas Belajar. 

(3) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf d dapat tidak diberhentikan dari jabatan 
apabila: 

a. penyelenggaraan pendidikan tugas belajar diluar jam kerja 
sehingga tidak menganggu kelancaran tugas sehari-hari; dan 

b. lokasi lembaga pendidikan berada di Provinsi Kalimantan 
Barat. 

(5) Pegawai Tugas Belajar yang dimutasikan ke Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat karena perubahan peraturan 
perundang-undangan tetap dapat melanjutkan tugas belajar 
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh lnstansi 
Kepegawaiannya. 
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IIIU>A (4) Perpanjangan ..... 

a. Program Pendidlkan Sarjana, 8 semester; 

b. Program Pendidikan Magister, 4 semester; dan 

c. Program Pendidikan Doktoral, 6 semester. 

(4) Jangka waktu tugas belajar sebagalmana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai rnasa kerja PNS. 

Pasal 11 

( 1) Perpanjangan waktu tugas belajar maksirnal diberikan selama 
2 semester. 

(2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diusulkan oleh pegawai tugas belajar kepada 
Oubernur u.p. Kepala BKD, berdasarkan kriteria : 

a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan; 

b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan 

c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu 
karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan 
PNS yang scdang menjalani tugas belajar. 

(3) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari 
ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh 
Pejabat/ Instansi yang berwenang. 

tara, oktoral at u yon n. Pro mm Pendkllknn 
6 ( n m] m st r. 

(3) J njan p ndldlkan tin i df Ju r ne ri sebagalman 
dlmaksud p da y t ( 1.) dlberlkan untuk pro ram d n an 
j ngka waktu paling lama seba ai bcrikut : 

I, 'Jp foll T)ol<f er I. Pro mm Pt.ndfdllcnn 
12 (chm h Jn ) a m ut r; 

m. Pro ram P nrlldlknn I okt r Sp doll• fl, 8 (cl slnpan] 
t m l r: <Inn 

P,,,,mn 1,11flltlll1111 I lpluu11 rv 11111 ,, 1,1111 f,HJ,.,% 
I ( 1111mt) "" It q 

f, 1',ot 11 m I', 11cllclltrn11 Dlploru11 IV frnr fi 1/11111, , 11f,11111 tllfn 
I IO , 1 I, () (t nrun] rt flH "'' 1·; 

h, I 1 •nrnm I, 1Hlltlll un n,uJ,11111, H (d, l11prrn) ,um ,t,: ; 

I, I Io nun P mllrllkun , l111 j11n11 ""' Pto ,:, I, 10 ,., 11Juh) 
H lllt t I l'j 

[, P1 t '""' I'< 11dldllrn11 Pror, ul, ~ (du11) urn ,to ; 
I, I 10 rnm P, udkltknn M11gh tor utn I ym 11; ,;t11 e, 

I ( mpnt] nem t t ,r; 

•. 1'1 Oft Hltl I', 1ulldllu111 I 11 Jur,rn IV "''" PH , I, J () (' , 11l11h) 
f I ilf'f t I I , 
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KAJlO Hlt.U UT DA&LUI UIITUI UXDA 
HOKt,IM PSI a.u.uu . 

I r - 

~ 
.. 

(3) Berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) BKD menyampaikan pertimbangan pemberian atau 
penolakan perpanjangan waktu tugas be)ajar kepada PPK. 

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), PPK menetapkan pemberian atau penolakan 
perpanjangan waktu tugas belajar. 

BAB IV 
PERSYARATAN 

Pasal 13 

( 1) PNS yang mendapatkan tugas belajar harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus sebagai PNS; 

b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak 
diangkat menjadi PNS; 

c. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun 
terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

d. memiliki masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun 
sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang 
pernah diikuti; 

e. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan 
mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan 
dinas, dengan ketentuan paling kurang : 

1) minimal 3 (tiga) kali waktu norrnatif program studi 
sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas 
belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan 

2)minimaL .... 

, urut 1< l rnn 011 

p mli llkun. 

( ) rdn nrkan p rmohonan p rpanjangnn waktu tuga lajar 
bag imnna dlmaksud pod ayat (1), BKD rnelakukan 

valuasl t rhadap permohonan tersebut. 

In nl I~ 
( 1 ) 1 n t 111 t \I 1 > • nnr h ,u ttt pupa t n w n 

cHmn1 • \HI rlnlnm It, nl JI, rwHn11 lntnh· t 
1 hun 1 'I ul hit" ll I t I lttgi1• t, •111 I r, <f ,rt 

1 , lit nt 1 < 11 ut,11111 bnhwn tc!f •rlumhutf n 
1 nclitf 11 "" t 1Jmll uuk n t t11 , ·J, I f1 n 
1 1, for; 

b. c toko] I f urnt I<~, utu mn p nunjukan t g:1 b J· or; n 

(4) I l'I i nh npttn vuktu tu 'fl hde tr bn ~niman· dirnaksud 
Pl cli n nt ( 1) <lit .thit ungknn • .hngnt kc .luruhan jangka 

nk 11 tu ,, , 1 lnj,u. 
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----·------- 

8!.KDA 3)dibatalkan ..... 

2) minimal 2 (dua) kali waktu normatif program studi 
eb lum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas 

b lajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari 
[abatnn. 

f. P nilnlan kin rja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir 
d n an pr dlkat paling rendah "baik"; 

g. m m nuhi syara pan kat/golongan ruang sesuai jenjang 
p ndldikan dan ijnz h, antara Jain : 

1) Program Pendidikan Diploma I, Dip1oma II dan Diploma 
Ill, memitiki ijazah SMA atau setara, pangkat paling 
rendah Pengatur Muda/(11/a); 

2) Program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV 
dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau 
setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat 
1/(11/b); 

3) Program Pendidikan Diploma IV transfer/ alih jenjang, 
Program Pendidikan Diploma IV transfer/ alih jenjang 
dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, 
pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat 1/(11/b); 

4) Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan 
Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA 
atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda 
Tingkat 1/(11/b); 

5) Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan 
Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program 
Pendidikan Dokter Sub Spesialis, pangkat paling rendah 
Penata Muda/(III/a); dan 

6) Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, pangkat 
paling rendah Penata Muda Tingkat 1/(IIl/b). 

h. tidak sedang: 

1) dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin 
dan/ atau tindak pidana; 

2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau 
hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin 
berat; atau 

3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau 
menjalani pemberhentian sementara bagi PNS. 

i. tidak pemah : 

1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat 
sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
dalam 1 (s~tu) tahun terakhir; atau 
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f.fotokopi ..... 

BABV 
PROSEDUR DAN TATA CARA 

Pasal 15 
( 1) PD mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 sebagai calon pegawai tugas belajar kepada BKD dengan 
melarnpirkan kelengkapan administrasi, antara lain : 
a. surat pengantar usulan tugas belajar dari PD; 
b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari PD; 
c. surat keterangan calon peserta tugas belajar 

menggunakan format Lampiran III pada Peraturan ini; 
d. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar PD; 
e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan 

PNS; 

3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajamya sesuai 
d ngan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
dalarn waktu 2 (due) tahun terakhir, 

j. m m nuhi p r yar tan Jain clan lulus seleksi yang 
dllak anukan pihnk k ti a dnn/ tau perguruan tinggi; 

k. m nundutan anl perjonji n terkalt pemberian tugas belajar; 
dan 

1. b r din dibcrhentikan dari jabatan. 
(2) Pengccualtan persyaratan pernberian tugas belajar dapat 

diberikan pada jabatan yang diperlukan dalarn mencapai 
tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional 
berdasarkan persetujuan dari Menteri. 

(3) CPNS yang mendapatkan beasiswa pemerintah dapat 
ditetapkan tugas belajarnya sete]ah berstatus PNS dan 
dikecualikan dari persyaratan pada ayat (1) huruf b,d, dan f. 

Pasal 14 

Pegawai tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar 
berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) 
kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan 
sebagai beriku t : 
a. mendapat persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana 

kebutuhan tugas belajar; 
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude 

atau setara; 
c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu 

tugas belajar; dan 
d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan 

tu gas belajar. 
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S£K.DA 

(5) Calon ...... 

Pasal 16 

( 1) BKD melakukan seleksi administrasi terhadap usu Ian calon 
pegawai tugas belajar. 

(2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), BKD menerbitkan surat rekomendasi 
mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat 
lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga. 

Pasal 17 

( 1) Terhadap calon pegawai tugas belajar pendanaan pen uh 
APBD, BKD dapat melakukan seleksi kompetensi dan 
membuat daftar peringkat berdasarkan hasil tes kompetensi. 

(2) Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), BKD menyampaikan usul calon pegawai tugas 
belajar utama dan cadangan yang berhak mendapatkan tugas 
belajar pendanaan penuh APBD sesuai dengan program studi 
pilihan kepada Tim Penilai Kinerja untuk mendapat 
persetujuan. 

(3) Tim Penilai Kinerja memberikan persetujuan terhadap usulan 
calon pegawai tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) Caton pegawai tugas belajar yang telah mendapatkan 
persetujuan Tim Penilai Kinerja diberikan rekomendasi untuk 
mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan. 

f. forokopl surnt k putusan mutasi pindah kc Pemerintah 
Do rah bngl PNS d n tan K P ngangkatan dari lnstansi 
I u at, P m rintnh Provinsl, Pernerintah Kota dan 
P m rlntnh Kubupat n: 

. fotokop] lit ut I< putu rt p ngnn kat n dal m pangkat 
<Inn jnbr tnn I irnkhlr; 

h. urnt k l irnngnn tldak dong dun tidak p rn h dijatuhi 
hukumnn di iplln m n urn knn format Larnpiran IV pada 
P rnturun int; 

i. fotokopi p nilnlnn kin rjn 2 (dun) tahun terakhir; 

j. fotokopl ijazah d n transkrlp nilai terakhir yang telah 
dil gallsir: d n 

k. kelengkapan administrasi Jainnya yang rnenjadi 
persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga 
bagi tugas belajar pendanaan cost sharing dan tugas 
belajar pendanaan penuh pihak ketiga. 

(2) Surat usulan diterima oleh BKD paling lama 1 (satu) bulan 
sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga 
pendidikan. 
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b.Kepala BKD ..... 

(3) PPK menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan doktoral. 

(4) PPK dapat mendelegasikan penetapan tugas belajar secara 
berjenjang, sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah menetapkan tugas belajar jenjang 
pendidikan program magister, program pendidikan dokter 
speaialia dan program pendidikan dokter sub spesialis; dan 

memenuhi 
Pasal 18, 

BAB VI 
KEWENANGAN 

Pasal 19 

( 1) Caton pegawai tugas belajar yang telah 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn 
ditetapkan menjadi pegawai tugas belajar. 

(2) Penetapan tugas belajar dilakukan oleh PPK dengan suatu 
keputusan. 

Pnanl 18 
( 1) nlon p nwai tugns b 1ajnr yonp, rllnyr takan lulu a 1 mbaga 

P ndkliknn dnn/ntnu plhnk kctf sua! r komcnd sl, 
m 1 ngkap! b rims : 

. surnt pengantnr usulan pcnunjukan tu s bclajar olch PD; 

b. surnt ke ernngan lulus lembaga pendldikan; 

c. surat keputusan penetapan tugas belajar bagi tugas 
belajar pendanaan pihak ketiga dan tugas belajar 
pendanaan cost sharing; 

d. surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar 
oleh BKD; 

e. surat keterangan calon pegawai tugas belajar; 

f. surat perjanjian tugas belajar; 

g. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian 
Angka Kredit (PAK) terakhir bagi calon pegawai tugas 
belajar yang menduduki jabatan fungsional; 

h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan 

i. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi 
persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga. 

(2) BKD melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan 
administrasi. 

( ) nh n pc nwnl tugn h It jor ynng dfnyut11Jrn n ticJE k lulu i 

sel l i mn ul< 1 rnhnpn p ndkllkun , bnnyak 3 [tlgn] kall 
don/ntnu mougundurknu rllr], ukun dlgnntlkun oJ eh alon 
pt gnwnt ht n h 1, nr cud fl nn h<,rd snrknn 11 rfj tujuan Tim 
l nilnl Klu rjn untuk 111 11Rll<Utl trn mn uk J rnbags 
p rnll<ltl<n n. 
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Pasal 21 
( 1) Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban : 

a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar 
sebelum melaksanakan tugas belajar; 

b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan 
program tugas belajar yang ditetapkan; 

c. menyampaikan laporan basil perkembangan pendidikan 
tiap semester kepada Gubemur u.p. Kepala BKD, dengan 
melampirkan laporan tugas belajar dan kartu basil studi 
atau surat keterangan lain yang dipersamakan; 

d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan 
kepada Gubernur u.p. Kepala BKD paling lama 
15 (lima betas) hari kerja sejak berakhimya masa 
tugas belajar, dengan melampirkan: 

1) laporan tugas belajar; 

2) surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari lembaga 
pendidikan; 

3) fotokopi ijazah dan translaip nilai yang telah dilegalisir; 
dan 

4) dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan 
sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan. 

e. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah, 
dengan ketentuan : 

1) minimal 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar 
ditambah 1 (satu) Tahun, bagi PNS yang menjalani 
tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya; 

2) minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, 
bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan 
mandiri yang diberhentikan dari jabatannya. 

(2) Kewajiban . 

I ~f 1?!·~1 r_·I ~-- 

DA VII 
I IJ\I{ AN KEW /\JI AN 

Pasnl 20 

awal tu n b lnjar m mpunyal hak : 

n. m nerima p n ha ilan sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler; 

c. m ndapatkan kenaikan gaji berkala; 

d. mendapatkan penilaian dalam penilaian kinerja; dan 

e. memperoleh pendanaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Oubernur. 

b. I< paln DKD m n tapkan tugas belajar jenjang pendidikan 
program diploma, program arjana, dan program profesi. 
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b.pegawai . 

Pasal 24 

( 1) BKD dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas 
belajar kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian 
dan data dukung yang diperlukan. 

(2) Alasan-alasan usulan pemberhentian pemberian tugas 
belajar, antara lain : 

a. pegawai tugas belajar dikeluarkan dari lembaga 
pendidikan; 

(2) I wnjlbnn m lnk nnnknn lkntnn dlnae bagaimana 
dimnk ud pndn n nt (1) huruf , dlk unllknn bn i PN yong 
m njnlnnt tu 1nR b lnjnr p rulnnnnn mnndlrt, yong tldak 
dlb rh ntlknn dnri jnbntnnnyn, 

(, ) I , I [tbnn m Ink nunknn lkntnn dlnn , h rnkhir pnda saat : 
t) Jon Im wnktu lkrunn dinn t lnh t rp nu hi; 

) m n npnl butn u In p ru tun; dun 

) dlb rh utlknn bugof PN w: f k t ntunn p r turan 
p rundnn -undnn nn. 

(4) PN yon t loh rn njnloni tugas b lajnr b rk I njutan, 
wnjib m laksnnukan lkatan dlnna ebag imana dirnak ud 
pada pada nynt ( 1) huruf c, corn kumulatff. 

Pasal 22 
PNS yang telah menjalani tug s belajar dapat mengusulkan 
peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan 
peratu ran peru ndang-undangan. 

BAB VIII 
PEMBATALAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGAKHIRAN 

Pasal 23 

( 1) BKD dapat mengusulkan pembatalan pemberian tugas belajar 
kepada PPK sebelum pelaksanaan tugas beJajar, dengan 
disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. 

(2) Alasan-alasan usulan pembatalan pemberian tugas belajar, 
antara lain : 

a. pegawai tugas belajar terbukti menggunakan persyaratan 
palsu; 

b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana; 

c. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat 
pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah 
ditentukan; dan 

d. pegawai tugas belajar mengundurkan diri sebagai pegawai 
tugas belajar. 
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.UlaTD I l_ll.DA 
~""'!! 

(2) Pegawai ..... 
KARO 

Pasa125 

Peringatan tertulis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 
huruf c, diberikan dengan ketentuan : 

a. Pegawai tugas belajar yang belum menyeJesaikan pendidikan 
setelah memperoleh perpanjangan waktu, diberikan surat 
peringatan pertama; 

b. Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan 
terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan 
pertama, diberikan surat peringatan kedua; dan 

c. Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan 
terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan 
kedua, diberikan surat peringatan ketiga. 

Pasal 26 

(1) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, 
diakhiri tugas belajarnya oleh PPK dengan suatu keputusan. 

(2) PPK mengakhiri tugas belajar jenjang pendidikan doktoral. 

(3) PPK dapat mendelegasikan pengakhiran tugas belajar secara 
berjenjang, sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah mengakhiri tugas belajar jenjang 
pendidikan program magister, program pendidikan dokter 
spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis; dan 

b. Kepala BKD mengakhiri tugas belajar jenjang pendidikan 
program diploma, program sarjana, dan program profesi. 

BAB IX 
SANKS I 

Pasal 27 

( 1) Pegawai tu gas belajar pendanaan pen uh APBD yang tidak 
menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang 
tertuang dalam perjanjian, tidak memperoleh pendanaan 
selama masa perpanjangan waktu tugas belajar. 

b, p gawai tugas belajar tldak dapat melaksanakan tugas 
b lajar karcna pcristiwa di luar kemampuannya; 

. p gawnf tu n belajar yan telah diberikan peringatan 
t rtuli ol h KD; 

d. p awal tuga: b lajar tldak sehat jasmani clan rohani 
nng dtny taknn 1 h im p ngujf kesehatan yang 

m nguklbatkun p gnwnl tu zas bcl jar tidak rnungkin 
m ny 1 nlkan tu n b lajur sual <.I n an waktu yang 
t lnh <lit ntukan; dan 

. p gawal tuga belajar terbukti meJakukan tindakan 
m lawan hukurn. 
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I - 1 

I 
KARO PSaAII llAf DA&UJI .Ulff'D I SUDA I BtTKUM Hl aAJ<AAIL\ ... ,, 
\ \. r . ~ -- .·-' . - . 

0 ·-- I 

b. Peraturan . 

BAB XI 
SISTEM INFORMASI TUGAS BELAJAR 

Pasal 29 

( l) Sistem Informasi Tugas Belajar memuat informasi : 

a. perencanaan kebutuhan tugas belajar; 

b. pelaksanaan tugas belajar; dan 

c. monitoring dan evaluasi tugas belajar. 

(2) BKD menyiapkan sistem informasi tugas belajar yang dapat 
diintegrasikan dengan Sistem lnfonnasi Manajemen 
Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

Pegawai tugas belajar dan ijin belajar yang pada saat berlakunya 
Peraturan Gubemur ini telah mempunyai keputusan tugas belajar 
dan surat ijin belajar, dinyatakan tetap berlaku. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian ljin Be]ajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 42); dan 

BAB X 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasa128 

( l) BKD rnelakukan monitoring terhadap perkembangan dan 
penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar. 

(2) BKD melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan 
pembinaan kepegawaian dan menyampaikan hasil evaluasi 
kepada PPK. 

(2) Pegawai tugas belajar penuh APBD dan tugas belajar 
pendanaan cost sharing yang diberhentikan tugas belajarnya, 
dib rikan sank i mcng mbalikan ke kas daerah pendanaan 
yang dip rot h dari p merintah dacrah yang ditetapkan tebih 
lanjut melalul K putu an Oubemur dan tertuang dalam 
perj njiun. 
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SERITA DAERAH PROVJNSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 71 

HARIS SON 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 9 S<fttt'bcr 'JO'J'l.. 

SEKRETARlS DAERAH 
PRO~NSI KALIMANTAN BARAT,~ 

\,\;--. . 

,'GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal ~ f er n .. 

b. I mt Hum Out . nur N< mor J:l Tnhun 2012 T nt ng Pedoman 
1' ml rinn 1 up I h I f• r hnr,I PN di Lin kun , n P m rint h 
I I fn l I , llmnntnn l runt (IJ ., ltn r n rnh Provin i Kallmantan 
llnn t ulmn 20 I' Nouun 4:l) ·lrn1 hn n t lnh rliubah d ng n 
I • hunt \II , nu Knllmnntnn fJ11 11t Nomor I 34 Tahun 2020 
1 nt u P iubnhnn At f emturnn lul n r N m r 43 

'I hun ' 0 l: 'I ('flt llf' P d »n n Pernb .rlt n Tur,;1 U loj~ r ba i 
1 N, ell Ut .,lrnnp.011 l'utU tlnt11h Provln I Knllrnnntan U r 
(I lit, I n rnh l'rnvln •I l{ullmunt, n fJn 'f h m 2020 
N m rt' 4), 

di nbut «Inn dln ntnknn tklnk h rluku. 

Pu ol 2 

K t ntuun dulnm I rnturnn Oul rnur Inf mul J t rJ ku Jah 
l ( t tu) tnhun t rhltun ~nk tan I dlundangkan. 

Po al 33 
P rnturan Oub rnur inf mulal berlaku pada at diundangkan. 

Agar s tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
P raturan Oubemur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Baral. 

.. l CJ. 
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